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PERATURAN BUPATI PACITAN 
. NOMOR ^Gf TAHUN 2014 

i TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 
13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG BfAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

! BUPATI PACITAN, 
1 

';a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan aset 
' d i Kabupaten Pacitan, maka kebijakan akuntansi 

terkait aset sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 

, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan 

'. pcrubahan; 

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
; tcrsebut pada huru f a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

.; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 

; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
: 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
I Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
i 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahvm 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan 

j Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
' 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahvm 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
! Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
i Indonesia Tahim 2014 Nomor 244, Tambahan 
• Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
\ Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
] Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
I Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
! Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
{ Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
I sebagaimana telah diubah ilengan Peraturan 
: Pemerintah Nomor 74 Tahim 2012 (Lembaran 
; Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
I Nomor 5340); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
; tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
J Negara Republik Indonesia Tahim 2005 Nomor 140, 
' Tambahsm Lembaran Negara Republik Indonesia 
I Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
I tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
i Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
I Negara Republik Indonesia Tahim 2007 Nomor 82, 
' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
I Nomor 4737); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahim 2013 
I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
I Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl23, 
{ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
• . tentang Pengelolaan Barang Mil ik Negara/Daerah 
; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
: Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
i Indonesia Nomor 5533); 
11 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
j Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
i Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
; Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
'• Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kal i diubah 

; terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
• Nomor 21 Tahun 2011; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
i 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Mil ik Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 



j lS . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

116. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 
j Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
; Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan; 
;17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Pacitan; 

:18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 
; tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

HEHUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 13 TAHUN 
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH. 

> Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut: 

Pada Lampiran, Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset angka 
96 setelah huru f g) ditambah 1 (satu) huru f yaitu huru f h), sehingga 
angka 96 selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut: 

96, Pengeluarah setelah perolehan awal suatu aset tetap akan 
dikapitalisasi menjadi aset j ika memcnuhi kriteria sebagai berikut: 
a) manfaat ekonomis atas barang/ aset tetap: 
b) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau 
c) bertambah umur ekonomis; dan/atau 
d) bertambah volume; dan/atau 
e) bertambah kapasitas produksi; 
i) bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat ru t in ; 
g) nilai rupiah pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap 

terscbut mclcbihi batasan minimal kapitalisasi aset sebagai 
berikut: 
1. Peralatan dan mesin sama dengan atau d i atas 

Rp 500.000,00 
2. Gedung dan bangunan sama dengan atau d i atas 

Rp 50.000.000,00 
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan 

tcrhadap pengeluaran u n t u k tanah, jalan/irigasi/jEiringan, 
dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan 
barang bcrcorak kesenian, alat peraga i m t u k proses belajar 
mengajar, 

h) dianggarkan dalam Belanja Modal. 

i 

1 



Pasal U 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 
i 

Agar setiap orang mengetahuinya memenntahkan jwngundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal: <e • fo • 2014 

BUPATI PACITAN 

i INDARTATO 
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Pasal II 
i 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal: 6 - 10 - 2014 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 6 Oktober 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN^ 

Iff 
Drs.SUKO WIYONO.MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 26 


